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BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR

: 978.4/Kep. Y -BKAD/2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa untuk meningkatkan partisipasi dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah dan
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
di pandang perlu menetapkan penerima Hibah
dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
Anggaran 2020.

bahwa Penerima Hibah, Bantuan Sosial dan
Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950) sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa DBarat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4355};



10

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5272};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011
Nomor 32), sebagaimana diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016
Nomor 1};

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Nomor 15);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 157
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggung-jawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial vang bersumber dari
APBD:

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 149
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan  Anggaran  Belanja  Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2019 Nomor 149);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.

Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian vyang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

J BUPATI PU RWAI{ARTAA

RATNA MUSTIKA



	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)

